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BUPATI BULELENG 
 

PROVISNI BALI 
 

PERATURAN BUPATI BULELENG 
 

NOMOR    35  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BULELENG, 

 
Menimbang  :   a. bahwa pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja di 

Pemerintah Kabupaten Buleleng, terdapat arsip vital yang 
perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan hidup 
organisasi; 

   b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan 
penyelamatan arsip vital di Pemerintah Kabupaten Buleleng 
agar dikelola dengan baik dan benar perlu adanya pedoman 
pengelolaan arsip vital; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Buleleng tentang Pengelolaan Arsip Vital;  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655);  

  2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5071); 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

  4. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

SALINAN 
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2012 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 1988) ;  

  5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 
49 Tahun 2015 tentang Program Arsip Vital; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ARSIP VITAL 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buleleng 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. 
3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 
4. Perangkat Daerah Adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelengaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Lembaga Kearsipan Kabupaten selanjutnya disebut Dinas Arsip dan 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng. 
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

7. Pengelolaan arsip vital adalah kegiatan pengaturan arsip vital dari 
pembentukan tim sampai dengan penggunaan arsip vital. 

8. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan 
dasar bagi kelangsungan operasional pencipta, tidak dapat diperbarui, 
dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

9. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

10. Tata Usaha Unit Pengolah adalah unit atau staf ketatausahaan pada Unit     
   Pengolah. 

11.  Pimpinan Unit Pengolah adalah kepala atau pimpinan yang bertanggung   
       jawab atas penyelesaian suatu urusan kegiatan. 

 12.  Pencipta arsip adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Unit  
Pencipta Arsip lainnya merupakan pihak yang mempunyai kemandirian 
dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di 
bidang pengelolaan arsip dinamis. 

 
                                                         BAB II 
                                              MAKSUD DAN TUJUAN 

 
  Pasal 2 

 
Maksud dikeluarkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 
rangka mengelola, menyimpan dan mengadakan perlindungan serta 
penggunaan arsip vital bagi yang berhak  di unit kerja Pemerintah Daerah. 
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Pasal 3 

 
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselamatkannya arsip 
vital, serta adanya ketepatan, keseragaman dan keamanan dalam menyimpan 
dan melindungi arsip vital di Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 4 
 
Ruang lingkup pengelolaan arsip vital adalah :  
a. identifikasi;  
b. penataan; 
c. perlindungan dan pengamanan  
d. penyelamatan dan pemulihan; dan  
e. akses dan layanan. 
 

BAB III  
PENGELOLAAN ARSIP VITAL 

Pasal 5 
 
(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:  

a. analisis organisasi;  
b. pendataan; 
c. penentuan arsip vital, dan 
d. penyusunan daftar arsip hasil identifikasi.  

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 6 

 
(1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan 

terhadap hasil identifikasi arsip vital yang meliputi kegiatan : 
a. pendeskripsian; 
b. pengelompokan; 
c. pemberkasan;dan 
d. penyusunan daftar arsip vital; dan 
e. penyusunan daftar induk arsip vital. 

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 7 
 
(1) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c meliputi: 
a. faktor faktor perusak;  
b. metode perlindungan;  
c. pengamanan fisik dan informasi; dan 
d. penyimpanan.  

(2) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 
 
(1) Penyelamatan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 

merupakan kegiatan pelindungan arsip vital.  
(2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 

evakuasi arsip vital, identifikasi jenis arsip dan pemulihan (recovery).  
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(3) Pemulihan (recovery) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 
stabilisasi dan perlindungan arsip yang dievakuasi, penilaian tingkat 
kerusakan dan spesifikasi kebutuhan pemulihan, pelaksanaan 
penyelamatan, prosedur penyimpanan kembali dan evaluasi.  

(4) Penyelamatan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 9 

 
(1) Akses dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e 

meliputi kegiatan:  
a. akses dan layanan internal, dan  
b. akses dan layanan eksternal.  

(2) Akses dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
 
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 
122 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 11 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten. 

. 
 

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal   

 
 

BUPATI BULELENG,  
 

  
 

 
PUTU AGUS SURADNYANA  

 
 
 
Diundangkan di Singaraja 
 
pada tanggal   
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, 
       
        
 
DEWA KETUT PUSPAKA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR  
                                                             LAMPIRAN I 
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                                                             PERATURAN BUPATI BULELENG  
    NOMOR           TAHUN      
    TENTANG  
    PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL 
 
  
 

IDENTIFIKASI ARSIP VITAL 
 
A. Tahap Identifikasi meliputi kegiatan: 
 

1. melakukan survei arsip vital di pencipta arsip menggunakan metode 

wawancara dan kuesioner pada unit pengolah pencipta arsip. 
 

2. metode wawancara berupa pertanyaan yang disampaikan kepada pejabat 

struktural dan staf yang berhubungan langsung dengan penggunaan 

arsip vital pada pencipta arsip. 
 

3. metode kuesioner berupa blangko survei arsip vital . 
 
B. Tahap Analisis meliputi kegiatan: 
 

1. analisis organisasi 
 

analisis organisasi adalah analisis yang mempelajari secara teliti fungsi 

dan tugas pokok organisasi pencipta arsip, dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 
 

a) memahami misi (tujuan dasar) organisasi/instansi untuk 

memperoleh manfaat atau profit, sehingga kelangsungan hidup 

organisasi/intansi dapat terjamin; 
 

b) memahami fungsi pokok organisasi/instansi, serta fungsi 

pendukung yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi/instansi; 
 

c) memahami aktivitas kegiatan organisasi/instansi dengan 

mempelajari pelaksanaan tugas kewajiban dan hak 

organisasi/instansi; dan 
 

d) memahami bukti transaksi organisasi/instansi dari 

terselenggaranya aktivitas kegiatan organisasi/instansi. 
 

2. analisis hukum 
 

analisis hukum adalah analisis yang mempelajari arsip vital yang 

tercipta mengandung hak-hak hukum individu/organisasi. 
 

3. analisis resiko/kerugian 
 

analisis resiko adalah analisis yang mempelajari perhitungan kerugian 

yaitu dengan menafsir berapa kerugian yang akan ditanggung jika arsip 

vital pada pencipta arsip hilang atau rusak, dengan mempertimbangkan 

: 
 

a) berapa lama waktu yang diperlukan agar informasi dapat 

direkonstruksi atau diganti dengan biaya yang digunakan; 
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b) berapa banyak waktu yang tidak produktif dan biayanya menjadi 

berapa banyak yang digunakan; 

c) berapa banyak kontrak-kontrak yang hilang dan berapa banyak 

kerugian keuangan yang digunakan; dan 

d) berapa banyak rekening yang dapat diterima (piutang) yang tidak 

dapat dikumpulkan, dan berapa jumlah keseluruhannya. 
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CONTOH DAFTAR SURVEY IDENTIFIKASI ARSIP VITAL 

 
INSTANSI:  
BIDANG/SEKSI/BAGIAN: 

 
 

 KODE JUDUL/  

 
 
 MEDIA   

PENYIMPA
NAN  

KURUN 

 
PETUGAS 

YANG 
DOKUM

EN 
NO 

KLASIFIK
A SERIES JUMLAH 

 
  

TINGKAT 
 SISTE

M 
    

RETENSI 
BERTANGGU

NG 

JENIS UKURAN KONDISI 

 

LOKASI 

 

SARANA WAKTU TERKAIT  

SI ARSIP 

 
 

PERKEMBANGA
N PENATAAN 

  

JAWAB   
 
         

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
10 

  11 12 13 14 15 
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Petunjuk Pengisian :        

1. No. : Nomor urut arsip 11. Sarana : Sarana Penyimpanan 
2. Kode : Kode   Sub   Bidang/Sub   Bagian   pada 12. Kurun Waktu : Kurun Waktu Arsip 

 Identifikasi  struktur organisasi      
3. Judul/Series : Sesuai dengan Judul arsipnya 13. Retensi : Jangka Simpan Arsip 
 Arsip        
4. Jumlah : Sesuai dengan Jumlah Arsipnya 14. Petugas Yang : Petugas  Yang  Bertanggung 
     Bertanggung  Jawab 
     Jawab   
5. Jenis : Jenis Arsip (tekstual, foto, kartografi) 15. Dokumen Terkait : Dokumen Yang Terkait 
6. Ukuran :  Ukuran arsip (Folio, A.4, dsb.)      
7. Tingkat : Asli, Fotocopy, Tembusan      
 

Perkembangan 
    

              BUPATI BULELENG,      
8. Kondisi : Baik, dan rusak      
9. Sistem          
 Penataan        
10. Lokasi : Lokasi Simpan      
       PUTU AGUS SURADNYANA ST 
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                                                                    LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BULELENG  
           NOMOR           TAHUN      
           TENTANG  
           PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL 
 

PENATAAN 
 

Penataan arsip vital adalah penataan fisik arsip vital hasil identifikasi yang 
meliputi kegiatan : 

 
A. Pendeskripsian adalah penuangan informasi arsip vital dengan jelas dan 

informatif ke dalam kartu deskripsi yang sekurang-kurangnya memuat 
informasi:  
1. Unit kerja; 
2. Bentuk redaksi/jenis arsip; 
3. Isi informasi arsip; 
4. Kurun waktu;  
5. Jumlah;dan 
6. Tingkat keaslian/tingkat pekembangan. 

 
 CONTOH KARTU DESKRIPSI  
    

PENCIPTA ARSIP  NO. SEMENTARA NO. DEFINITIF 
    

KODE  INDEKS  

    

ISI :    

    

KETERANGAN   TAHUN 

     
 
 Petunjuk Pengisian : 

1. Pencipta Arsip :  SKPD/Unit Kerja yang menciptakan arsip 
2. No. Sementara :  Nomor sementara sebelum dilakukan pengelompokan 
3. No. Definitif :  Nomor definitive setelah dikelompokkan 
4. Kode : Kode klasifikasi 
5. Indeks : Kata tangkap (series arsip) 
6. Isi :  Informasi yang terkandung dalam arsip seinformatif mungkin 
7. Tahun : Tahun arsip diciptakan 
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B. Pengelompokan adalah mengelompokkan jenis arsip vital berdasarkan: 
 

1. Klasifikasi arsip; 
2. Jenis/kriteria arsip. 

 
C. Pemberkasan adalah mengelompokkan arsip vital dengan cara: 

1. Mencari kelengkapan berkas arsip vital, dengan menyatukan informasi dan  
fisik arsip vital yang memiliki keterkaitan informasi;  

2. Memisahkan antara arsip vital asli dengan arsip 
vitalcopi/duplikat.Diusahakan agar arsip vital asli yang memiliki 
keterkaitan informasikan disatukan ke dalam satu berkas, sedangkan 
duplikat/copinya diperlakukan sebagai berkas arsip aset duplikat/copi 
untuk disimpan secara terpisah (dispersal); dan  

3. Apabila dikehendaki, dapat dilakukan pemisahan subkelompok antara 
arsip substantif dengan berkas prosesnya. 

 
D. Penyusunan Daftar Arsip Vital adalah kegiatan pembuatan daftar arsip vital 

sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip vital. Daftar Arsip Vital 
sekurang-kurangnya memuat informasi 
1. Nomor urut;  
2. Jenis arsip;  
3. Unit kerja;  
4. Kurun waktu;  
5. Media;  
6. Jumlah;  
7. Jangka simpan;  
8. Metode perlindungan;  
9. Lokasi simpan;dan  
10. Keterangan 



 

 

jdih.bulelengkab.go.id 
 
 

CONTOH FORMAT DAFTAR ARSIP VITAL 
 

No. Seksi Kode Jenis/Series Tingkat Jumlah Kurun Waktu Format/ Metode Retensi. Lokasi 
  Klasifikasi Arsip Perkembangan   Media Perlindungan  Simpan 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
 

Petunjuk Pengisian :   

1. No. : diisi dengan nomor urut arsip vital 
2. Seksi : diisi sesuai Unit Pengolah 
3. Kode Klasifikasi : diisi dengan klasifikasi yang digunakan 
4. Jenis/Series :   diisi dengan jenis Arsip (tekstual, foto, kartografi 
 arsip   
5. Tingkat :   diisi dengan tingkat perkembangan arsip vital. Asli, salinan, 
 Perkembangan  Tembusan 
6. Jumlah : diisi dengan jumlah arsip yang diciptakan misalnya 1 berkas 
7. Kurun Waktu :   diisi dengan tahun arsip vitl tercipta 
8. Format/Media : diisi sesuai dengan media arsip 
9 Metode : disi dengan resiko ancaman arsip 
 Perlindungan   
10 Retensi : diisi dengan jangka simpan arsip 
11 Lokasi Simpan : diisi denganlokasi arsip disimpan. 
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E. Penyusunan Daftar Arsip Induk Arsip Vital 

 
1. Pembuatan Daftar Induk Arsip Vital dilaksanakan di Unit Kearsipan 

SKPD.  
2. Pembuatan Daftar Induk Arsip Vital di Unit Kearsipan merupakan 

rangkuman dari daftar arsip vital di Unit Pengolah SKPD.  
3. Daftar Induk Arsip Vital selanjutnya dikirimkan ke Lembaga Kearsipan 

Daerah.  
4. Pembuatan Daftar Induk Arsip Vital di Lembaga Kearsipan Daerah 

merupakan rangkuman dari daftar arsip vital SKPD. 
 

    CONTOH DAFTAR INDUK ARSIP VITAL  

INSTANSI   :     
BIDANG / SUB BIDANG / BAGIAN :     

NO INDUK  :  
 
     

UNIT KERJA  :  
 
     

JUDUL ARSIP    
 
     

BENTUK/    
 
     

FORMAT ARSIP    
 
     

JUMLAH    
 
     

RETENSI    
 
     

TAHUN    
 
     

LOKASI SIMPAN    
 
     

ALASAN    
 
     

PERLINDUNGAN    
 
     

METODE    
 
     

PEMINDAHAN    
TANGGAL 
  FREKUENSI LOKASI SIMPAN 

   
 
     

DUPLIKAT   DIBUAT TANGGAL  BENTUK DUPLIKAT LOKASI SIMPAN 

     
 
  scan/digital  

PENYIMPAN    
 
ASLI    DUPLIKAT 

     
 
     

INSTRUKSI    
 
     

KHUSUS    
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Petunjuk Pengisian :       

1 No. Induk  :   diisi  dengan nama  organisasi  dengan  nomor 
     berdasarkan struktur organisasinya 
2 Unit Kerja  : diisi dengan nama Unit Kerja  
3 Judul Arsip  : diisi dengan sesuai dengan arsipnya 
4 Bentuk/Format :   diisi tekstual, foto, kartografi  

 Arsip        
5 Jumlah  : diisi dengan jumlah arsipnya  
6 Retensi  : diisi dengan masa simpan  
7 Tahun  : diisi dengan tahun arsip tercipta  
8 Lokasi Simpan : diisi dengan tempat penyimpanan arsip 

 
9 Alasan  : diisi dengan tingkat informasi yang terkandung 

 Perlindungan        
10 Metode  : diisi dengan metode penyimpanan  
11 Pemindahan  :   diisi  dengan waktu  dan  kondisi Pemindahan 

     arsip     
12 Duplikat  : diisi dengan pembuatan duplikat arsip  
13 Penyimpan : diisi dengan kondisi arsip saat disimpan 
14 Instruksi khusus :  

 
 
 

    BUPATI BULELENG ,                       
 
 
 
 

PUTU AGUS SURADNYANA  
 
 


